Notulensi Kelompok 2 Landasan Pendidikan
“DAMPAK KEBIJAKAN PENDIDIKAN MUTU PEMBELAJARAN”
Nama Anggota :
· Rinda Sundari (2513031002)
· Lyta Indre (2513031006)
· Naila  Putri Azzahra (2513031033)
· M. Fadli Nahtiar (2513031044)
· Ananda Sri Rejeki (2513031049)
· Erlin Nurul Azizah (2553031002)
Sesi Tanya Jawab
1. Nama: Nadia Fransiska (2513031004)
Pertanyaan : Jika teknologi semakin canggih dalam era Revolusi Industri 4.0, apakah peran guru di masa depan akan berkurang atau justru menjadi lebih penting?
Contoh nyata: Saat ini siswa dapat dengan mudah belajar melalui internet, misalnya menonton penjelasan materi di YouTube, mencari jawaban melalui Google Search, atau bahkan bertanya pada ChatGPT. Dengan adanya teknologi tersebut, siswa sebenarnya bisa memperoleh informasi tanpa harus selalu dijelaskan langsung oleh guru.

Nama : Ananda Sri Rejeki (2513031049)
Jawaban : Di era Revolusi Industri 4.0, peran guru justru semakin penting sebagai fasilitator dan pembimbing holistik, bukan berkurang meski siswa bisa belajar mandiri via YouTube, Google, atau ChatGPT. Teknologi mengambil alih penyampaian informasi dan tugas administratif, membebaskan guru untuk fokus pada keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, serta empati emosional yang tak tergantikan AI. Contohnya, guru di Probolinggo dan Sulawesi Selatan memanfaatkan AI untuk personalisasi pembelajaran, membangun koneksi manusiawi, dan menyiapkan siswa hadapi disrupsi masa depan.

2. Nama : Wulan Tria Rahmayanti (2513031036)
Pertanyaan : Bagaimana pemerintah memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga efektif diterapkan di lapangan?

Nama : Naila Putri Azzahra (2513031033)
Jawaban : Pemerintah Indonesia memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya baik secara konsep tetapi efektif diterapkan melalui monitoring berkelanjutan, evaluasi berbasis data seperti survei dan asesmen, serta pengawasan ketat untuk identifikasi penyimpangan dan tindakan korektif cepat. Mekanisme ini diterapkan pada program seperti Kurikulum Merdeka Belajar dengan asesmen bertahap di sekolah negeri, kolaborasi pusat-daerah, regulasi transparan, alokasi anggaran, dan pelatihan guru, meski tantangan otonomi daerah sering menyebabkan kebijakan lokal kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar.

3. Nama : Novicha Aulia (2513031007)
Pertanyaan : Setiap perubahan kebijakan pendidikan menuntut adaptasi cepat dari guru dan siswa. Bagaimana kebijakan saat ini memitigasi risiko penurunan mutu pembelajaran yang terjadi selama masa transisi kurikulum, di mana guru seringkali lebih fokus memahami administrasi baru daripada esensi mengajar?

Nama : M. Fadli Nahtiar
Jawaban : Kebijakan saat ini, khususnya transisi ke Kurikulum Merdeka (dan Kurikulum 2025 dengan deep learning), memitigasi risiko penurunan mutu pembelajaran selama masa adaptasi melalui pelatihan intensif, pendampingan bertahap, dan platform digital untuk kurangi beban administrasi. Guru dibekali workshop, komunitas belajar, dan bimbingan Kemendikdasmen di 514 kabupaten/kota untuk tingkatkan kompetensi, sehingga fokus kembali ke esensi mengajar seperti berpikir kritis siswa.

4. Nama : Valizha Aulia Putri (2513031009)
Pertanyaan : Kebijakan saat ini, khususnya transisi ke Kurikulum Merdeka (dan Kurikulum 2025 dengan deep learning), memitigasi risiko penurunan mutu pembelajaran selama masa adaptasi melalui pelatihan intensif, pendampingan bertahap, dan platform digital untuk kurangi beban administrasi. Guru dibekali workshop, komunitas belajar, dan bimbingan Kemendikdasmen di 514 kabupaten/kota untuk tingkatkan kompetensi, sehingga fokus kembali ke esensi mengajar seperti berpikir kritis siswa.

Nama : Erlin Nurul Azizah (2553031002)
Jawaban : Kebijakan transisi ke Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2025 efektif memitigasi penurunan mutu pembelajaran melalui pelatihan intensif seperti workshop dan komunitas belajar, pendampingan bertahap oleh Kemendikdasmen di 514 kabupaten/kota, serta platform digital yang memangkas beban administrasi agar guru fokus pada esensi mengajar seperti pengembangan berpikir kritis siswa. Pendekatan fleksibel ini, termasuk opsi bertahap dari Kurikulum 2013, memastikan adaptasi cepat tanpa mengorbankan proses belajar, dengan penekanan pada deep learning (mindful, meaningful, joyful) yang minim administratif

5. Nama : Hany Nabila Sari (2513031040)
Pertanyaan : Pendidikan karakter menjadi salah satu fokus kebijakan pendidikan. Bagaimana cara mengukur keberhasilan pendidikan karakter pada peserta didik?

Nama : Lyta Indre (2513031006)
Jawaban : Keberhasilan pendidikan karakter pada peserta didik diukur melalui observasi perilaku sehari-hari, survei karakter berbasis Profil Pelajar Pancasila (seperti beriman bertakwa, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, dan kemandirian), serta penilaian holistik yang mencakup cara berpikir, ucapan, dan perbuatan siswa di kelas maupun kegiatan sekolah. Teknik pengukuran meliputi observasi langsung, penilaian diri, antarpeserta didik, jurnal refleksi, dan skala Likert untuk data akurat tanpa memberi nilai normatif, sehingga sekolah dapat menyusun program perbaikan tepat sasaran. Pendekatan ini terintegrasi dalam Kurikulum Merdeka dengan evaluasi berkala via platform Kemendikbud untuk pantau perkembangan karakter secara berkelanjutan.

6. Nama : Jingga Nur Alita (25531038)
Pertanyaan : Jika kebijakan pendidikan gagal mencapai tujuannya, siapa yang paling bertanggung jawab: pemerintah, sekolah, atau masyarakat?

Nama : Rinda Sundari (2513031002)
Jawaban : Tanggung jawab kegagalan kebijakan pendidikan tidak dapat dibebankan sepenuhnya pada satu pihak, melainkan bersifat kolektif antara pemerintah sebagai perumus dan pengawas kebijakan, sekolah sebagai pelaksana utama di lapangan, serta masyarakat sebagai pendukung ekosistem pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab atas perencanaan matang, alokasi sumber daya, dan evaluasi berkelanjutan seperti dalam implementasi UU No. 20/2003, sementara sekolah menangani adaptasi lokal termasuk koordinasi guru dan infrastruktur. Masyarakat berperan melalui partisipasi aktif dan pengawasan, karena keberhasilan bergantung pada sinergi semua pihak untuk atasi hambatan seperti birokrasi atau kurangnya komunikasi.
